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ABSTRAK 
 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis 

pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah dan kedua untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi penyelesaian 

sengketa tanah di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa 

Barat.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum 

empiris. Melalui penelitian ini dilakukan pendekatan Per-Undang-Undangan 

(Statute Approach) dan Pendekatan Sosiologi (Sosiologis Approuch). Pengambilan 

data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. 

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan: 1) Proses penyelesaian sengketa di Desa Tapir yaitu, pengaduan, 

menelaah/meneliti, menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa, mediasi dan 

kesepakatan. 2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi di Kantor 

Desa Tapir ada dua yaitu pertama faktor internal, terdiri dari ketidakhadiran pihak 

yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang 

bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, kurangnya 

pengetahuan para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa tanah 

melalui mediasi serta persyaratan yang kurang lengkap. Yang kedua adalah faktor 

eksternal, terdiri dari pelayanan kurang maksimal, surat pemanggilan tidak sampai 

ke pihak yang bersengketa, lokasi domisili pihak yang bersengketa di luar 

Kabupaten Sumbawa Barat, kompetensi mediator dan anggaran mediasi sengketa 

tanah yang terbatas. 

 
Kata Kunci : Mediasi, Kepala Desa, Sengketa Tanah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional 

dan diberdayakan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal usul dan praktek wilayah yang  berada di wilayah 

Kabupaten. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengurus dan 

mengatur kepentingan masyarakat serta berfungsi untuk mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
1 

Desa telah berkembang dalam banyak hal. Oleh karena itu, desa dilindungi  agar 

menjadi demokrasi yang kuat, maju dan mandiri  sehingga dapat meletakkan dasar 

yang kuat bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan  masyarakat 

yang adil, makmur dan sejahtera. Da ilam sejiarah peratiuran deisa, teilah dit ietapkan 

beiberapa peiraturan meilalui Undiang-Undiang Noimor 2i2 Taihun 199i9 Tentiang 

Pemierintahan Da ierah, didiirikan uintuk memeinuhi kebuituhan masyariakat yan ig 

ingiin memiainkan peiran  yang lebih luas dan berpartisipasi dalam pengaturan 

wilayah mereka. 

Otonomi daerah pada dasarnya sama dengan otonomi desa. Namun, muatan  

kewenangan desa otonom terbatas pada wilayah desa tertentu, dan otonomi daerah 

adalah penyerahan kewenangan dari suatu daerah kepada desa, dan masing-

                                                      
1
Tím Vísí Yustísía. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkaít. 

(Cet.1 Jakarta: Vísímedía, 2015), hal:41. 
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masing desa. Aturan desa diatur dalam Un idang-Uindang Noimor i6 Tahiun 20i14 

Teintang D iesa daliam Pa isal 1i9 menigenai Kewe inangan Deisa yanig mengiatur dain 

miengurus kepientingan masiyarakat setemipat berdiasarkan asail-usiul dian adiat-

istiiadat setiempat ya ing diaikui daliam sisteim Pemeirintahaan Nasioinal dian beirada dii 

daierah ka ibupaten.
2
  

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa, dan kepala desa adalah pegawai pemerintah yang mempunyai 

kewajiban, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang  menyelenggarakan rumah 

tangga desa, dan merupakan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, 

penyelenggara, dan kepala masyarakat di bawah kendali pemerintahan desa, 

pengurusan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembinaan dan 

pengembangan jiwa kemasyarakatan. Gotong royong sebagai masyarakat  utama 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Walikota desa mempunyai peran dan 

kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa dan bertanggung jawab 

atas urusan pemerintahan  desa. Walikota desa adalah penyelenggara  sekaligus 

bertanggung jawab untuk memimpin pekerjaan pemerintah dalam pembangunan 

di  wilayahnya. 

Selain pemerintahan dan pembangunan, kepa ila desia juga bertanggung jawab 

untuk melaksanakan masalah sosial, mempromosikan perdamaian dan ketertiban 

daerah, dan mempromosikan dan mengembangkan semangat dan semangat 

kerjasama daerah. Dari berbagai fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

                                                      
2
 Peraturan Menterí dalam Negerí Republík Índonesía Nomor44 tahun 2016. 
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tugas walikota dan ruang lingkup tugasnya cukup jelas. Dengan cara ini, banyak 

orang meninggalkan kepala desa untuk berbagai tugas manajemen, termasuk 

penyelesaian sengketa tanah.
3 

Sejak zaman kuno, tanah ini telah menjadi sumber konflik, dengan korban jiwa. 

Sebagai fenomena sosial, konflik atau konflik pertanian (tanah) adalah proses 

interaksi antara dua (atau lebih) individu atau kelompok, masing-masing untuk 

kepentingan objek yang sama: tanah dan objek terkait tanah lainnya. Akan tetapi, 

konflik dan konflik lahan sangat tergantung pada kondisi pertanian yang ada serta 

sistem dan kebijakan saat itu.
4 

Banyak sengketa tanah muncul karena konflik kepentingan antara siapa dan siapa. 

Menyadari pentingnya tanah untuk tempat tinggal dan kepentingan-kepentingan 

lain berarti bahwa tanah yang tidak jelas kepemilikannya telah dipersengketakan 

bahkan ada yang  jelas kepemilikannya yang masih dipersengketakan. Sebab, 

selain naiknya harga tanah, masyarakat juga mengetahui manfaatnya. 

Perselisihan umumnya hari ini atas kepemilikan hak atas tanah. Misalnya 

pemalsuan sertifikat, penggelapan, pengambilalihan tanah  secara tidak sah tanpa 

sepengetahuan pemilik tanah, duplikat kepemilikan atas  objek tanah yang sama, 

tetapi beberapa alasan hukum bagi pemilik tanah. Meningkatnya kebutuhan 

manusia akan tanah merampas tanah ilegal, merampok tanah dan negara yang 

ditinggalkan, dan dengan jahat berusaha dengan semua keterampilan untuk 

menguasai tanah mereka yang berada di bawah tekanan pembangunan ekonomi.
5
 

                                                      
3
 Íbíd 

4
Gunawan Wíradí, Reforma agraría, Perjalanan yang Belum Berakhír, KPa:Jakarta, 2000, hal:85. 

5
Elza Syaríef, Menuntaskan Sengketa Tanah Melaluí Peradílan Khusus Pertanahan, Keputusan 

Populer Gramedía:Jakarta, 2010, hal:41. 
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Persoalan  sengketa tanah merupakan persoalan yang perlu diperhatikan karena 

mekanisme penyelesaian sengketa yang saat ini dianggap membingungkan, 

memakan banyak waktu dan biaya. Misalnya, jika terjadi sengketa tanah karena 

tumpang tindih  hak atas tanah,  penyelesaiannya dilakukan melalui alat bukti 

pengadilan.  

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah warga negara Indonesia dapat 

diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan  di luar pengadilan (non-litigasi), 

sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengajukan proses hukum yang sesuai. 

Ini, tentu saja, membutuhkan layanan. Adalah tanggung jawab pengacara atau 

advokat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, dan banyak biaya 

yang harus dikeluarkan selama proses penyelesaian sengketa. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa ikatan keluarga akan putus jika keputusan hakim memenangkan 

salah satu pihak dan  pihak yang kalah tidak puas atau  kecewa dengan keputusan 

tersebut, karena sengketa tanah sering terjadi antara orang-orang yang terlibat.  

Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah cara umum untuk 

menyelesaikan sengketa tanah di wilayah tersebut, karena Indonesia memiliki 

beragam budaya dan adat istiadat dan kemudian menjadi negara tempat aturan dan 

undang-undang adat diberlakukan di wilayah tersebut. Tak terkecuali Desa Tapir 

di kabupaten Seterk, dan merupakan salah satu desa di wilayah Sumbawa barat, 

dan sarat akan adat istiadat yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat biasa dalam  penyelesaian konflik pertanahan. telah mengadopsi 

sistem tradisional sebagai bagian dari kebiasaan ini.  
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Di masyarakat adat desa Tapir di  Kecamatan Seteluk, terjadi 67 konflik tanah 

antara tahun 2013 hingga 2021, 50 di antaranya dimediasi oleh kepala desa dan 17 

dikirim ke kuasi-distrik. Padahal, dalam sengketa dan sengketa harta benda yang 

tidak terdaftar, pemerintah desa harus mengambil langkah-langkah yang tepat  

untuk menengahi dan ikut serta agar para pihak yang bersengketa tidak 

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Peran pemerintah desa adalah 

mendamaikan dan mengusulkan mediasi secara bersahabat (adanya pihak ketiga 

sebagai mediator dalam pemenuhan kewajiban mediasi dan  posisi netral dan 

tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan sengketa antar 

pihak.  

Meirujuk pa ida uriaian dii atias, miaka p ieneliti meilakukan penielitian yanig beirjudul 

“Meidiasi daliam Penyielesaian Seingketa Tan iah idi Diesa Tiapir, Keciamatan 

Setiieluk, Kaibupaten Su imbawa Bairat.” 

B. Rumusan Masalah  

Dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimiana pela iksanaan mediiasi daliam penyielesaian sengiketa ta inah idi 

Deisa Taipir Keicamatan Seiteluk Kaibupaten Sumibawa Biarat ?  

2. Aipa saija faiktor-faiktor penighambat da ilam pelakisanaan me idiasi dailam 

penyielesaian sen igketa tainah idi Deisa Tiapir Keciamatan Seteliuk Kabuipaten 

Suimbawa Bariat? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  

1. Unituk menigetahui dian meniganilisis pelaiksanaan mediiasi daliam 

penyielesaian sengiketa tainah idi Deisa Taipir Keicamatan Seiteluk 

Kaibupaten Sumibawa Biarat.  

2. Untiuk miengetahui faiktor-faiktor penighambat dailam pelakisanaan meidiasi 

dailam penyielesaian senigketa tainah idi Deisa T iapir Keciamatan Setel iuk 

Kabuipaten Suimbawa Bariat.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat penelitian sebagai berikut.  

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan pengetahuan hukum khususnya hukum 

terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.  

2. Secara praktis, survei ini diharapkan  dapat membantu pemerintah 

mengidentifikasi kebijakan sektor pertanahan dan memberikan  wawasan  

masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah.  

3. Secara akademis, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu 

syarat tercapainya keutuhan studi Starasatu (S1) di Fakultas Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. 
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E. Hasil Penelitian yang Relevan 

No Judul dan Peneliti 

1 Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (studi kasus di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukoharjo), 

ditulis oleh Meidiasari Amalia Nur Handini (2018) 

Hasil Penelitian 

Mediasi merupakan suatu satu cara penyelesaian sebuah konflik atau 

sengketa tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dimana 

mekasnisme ini menggunakan pendekatan soft dalam proses 

penyelesaiannya. Berdasarkan Perturan BPN Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang pelaksanaan mediasi dilakukan dengan paling lama 30 hari. Bahwa 

menurutnya proses mediasi bertujuan untuk: 

1. Menjamin transparansi dan ketajaman analisis masalah  

2. Pengambilan keputusan yang lebih bersifat kolektif dan objektif  

3. Meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian sengketa dan konflik 

yang berkepanjangan 

4. Menampung informasi dan pendapat dari para pihak yang berselisih 

serta pertimbangan dari unsur penunjang lain 

5. Memfasilitasi penyelesaian melalui musyawarah 

Persamaan 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama meneliti tentang sengketa tanah 

Perbedaan 

Penelitian terdahulu meneliti tentang penyelesaian sengketa tanah melalui 

mediasi oleh Badan Pertanahan. Sedangkan penilitan sekarang akan 

meneliti tentang mediasi penyelesaian sengketah tanah oleh pemerintah 

desa. 
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2 

 

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah,  

ditulis oleh Ilyas, Abdurrahman dan Sufyan (April 2015) 

Hasil Penelitian 

Mengacu pada lampiran Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pada huruf J 

tertera pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan disebutkan 

terdapat 9 sub urusan, yang terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah 

propinsi, pemerintah daerah, 9 urusan tersebut diantaranya: 

1. Izin lokasi 

2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

3. Sengketa tanah garapan 

4. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 

5. Subjek dan juga objek retribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan 

tanah maksimum dan tanah absente 

6. Tanah ulayat 

7. Tanah kosong 

8. Izin pembukaan tanah 

9. Penggunaan tanah  

Dan yang merupakan urusan pemda adalah :  

1. Pemberian izin lokasi dalam (1) daerah/kabupaten 

2. Penyelesaian tanah garapan dalam daerah kabupaten/Kota 

3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 

pembangunan oleh pemerintah daerah 

4. Penetapan tanah ulyata yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota 

Persamaan 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama meneliti tentang sengketa tanah 

Perbedaan 

 Penelitian terdahulu meneliti tentang penyelesaian sengketa tanah oleh 

Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian sekarang akan meneliti tentang 

mediasi penyelesaian sengketah tanah oleh pemerintah desa. 
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3 Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis 

Keadilan, 

ditulis oleh 

Herliana Ratna Sambawa Ningrum (2014) 

Hasil Penelitian 

Menurutnya ada beberapa sebab sering munculnya masalah-masalah 

sengketa tanah di Indonesia, adapun penyebabnya yaitu: 

1. Sistem adminstrasi pertanahan terutama perihal sertifikasi tanah. 

Diperparah dengan masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.  

2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, sebab adanya 

ketimpangan pendistribusian tanah serta kebijakan ekonomi yang 

cenderung kapitalistik.  

3. Legalitas atas kepemilikan tanah yang hanya didasarkan pada 

kepemilikan bukti formal yang berupa sertifikat sebagai tanda bukti hak 

dengan kurang memperhatikan produktifitas penggunaan tanah.  

Menurutnya dalam menangani masalah sengketa tanah, pemerintah perlu 

membentuk lembaga peradilan khusus yang menangani tentang peradilan 

agraria. Lembaga yang dimaksudkan diharapkan dapat mengasah multiple 

intelegence yakni kecerdasan intelektual, emosional bahkan kecerdasan 

spiritual 

Persamaan 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama meneliti tentang sengketa tanah 

Perbedaan 

Penelitian terdahulu meneliti tentang analisis hukum dalam menyelesaikan 

sengketa tanah. Sedangkan penilitan sekarang akan lebih menekankan 

pemerintah desa dalam memediasi penyelesaian sengketah tanah. 

Tabel I. Penelitian yang Relevan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa 

Senigketa dan koinflik pengertianyya sangat dekat satu sama lain, jadi untuk 

memahaminya sepenuhnya, kita perlu mengetahui arti dari istilah sengketa dan 

konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perti ikaian itu berkaitan dengan 

perselisihan, pertengkaran, dan percecokan. Kon iflik, di sisi lain, adalah 

perkelahian dan perdebatan. Sengk ieta yang telah menjadi istilah baku untuk 

urusan hukum dan memiliki arti yang berbeda dari sengketa dapat mempengaruhi 

siapa saja. Kionflik dapat terjadi antara individu dengan kelompok, antara 

kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara 

perusahaan dengan negara, antara satu negara  dengan negara lainnya. Dengan 

kata lain, sengketa bersifat publik atau perdata dan dapat terjadi baik di dalam  

maupun di luar negeri.  

Dalam konteks hukum, khususnya dalam hukum kontrak,  sengketa dipahami 

sebagai perselisihan antara para pihak sebagai akibat dari pelanggaran sebagian 

atau seluruhnya dari apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Salah satu pihak 

dimana wanprestasi dapat terjadi karena debitur  tidak memenuhi sama sekali, 

tidak  memenuhi pembayaran, keterlambatan pemenuhan, atau salah pemenuhan.  

Selain itu, konflik atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang 

memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu barang diduga 
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menimbulkan akibat hukum di antara mereka.
 6

 Lebih lanjut ia berpendapat bahwa 

sengketa adalah sengketa antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas 

perbedaan persepsi  kepentingan atau hak milik dan dapat menimbulkan implikasi 

hukum bagi keduanya.
7
 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perbuatan 

dua orang atau lebih yang saling bertentangan dan dapat menimbulkan  akibat 

hukum, dan  dapat dikenakan sanksi hukum pada satu pihak. : (1) Kontroversi di 

bidang ekonomi. (2) Sengketa pajak. (3) Sengketa internasional (4) Konflik di 

bidang pertanahan.
8
 

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah  

1. Pengertian Sengketa Tanah 

Sengketa tanah adalah sengketa  antara dua pihak atau lebih yang mempunyai 

kepentingan yang berbeda dalam satu atau lebih objek hak atas tanah dan dapat 

menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
9
 

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau sengketa hak atas tanah, 

yaitu pemilikan yang ingin memperoleh penyelesaian administratif sesuai dengan 

ketentuan keadaan tanah, prioritas, dan aturan yang berlaku.
 10

  Sedangkan 

menurut Boedi Harsono, sengketa tanah adalah sengketa yang disebabkan oleh 

terjadinya suatu perkara atau perkara hukum yang berkaitan dengan bidang tanah 

tertentu. Untuk menghindari terjadinya konflik dalam melakukan perbuatan 

                                                      
6
 Sarjíta, Tekník Dan Strategí Penyelesaían Sengketa Pertanahan, Tugujogja Pustaka: Yogyakarta, 

2005, hal:3 
7
 Kartasaputra, Masalah Pertanahan dí Índonesía, Ríneka Cípta Jakarta, 2005, hal:14 

8
 Límbong, Bernhard, Konflík Pertanahan. Pustaka Margaretha, Jakarta. 2012. Hal:25. 

9
 Írawan Soerodjo, Kapasítas Hukum Hak atas Tanah Índonesía, arkola: Surabaya, 2003. Hal:12 

10
Rusmadí Murad, Penyelesaían Sengketa Hukum atas Tanah, Jakarta:alumní, 1991, hal: 22. 
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hukum atau memperoleh akibat hukum dari  peristiwa hukum, terlebih dahulu kita 

perlu memahami apa yang disebut dengan “negara” dan peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya.
11

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2011 tentang penyidikan dan pengurusan perkara pertanahan, perkara 

pertanahan dibagi menjadi sengketa tanah, sengketa tanah, dan sengketa tanah 

antara orang perseorangan dan korporasi. Atau sebuah institusi tanpa pengaruh 

sosial-politik yang meluas. Sengketa tanah adalah sengketa tanah antara 

perorangan, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang 

mempunyai kecenderungan sosial politik atau pengaruh yang meluas. Sedangkan 

sengketa tanah adalah sengketa tanah yang diselesaikan oleh badan peradilan atau 

sengketa tanah yang ditetapkan oleh badan peradilan yang penyelesaian 

sengketanya dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

Pengertian sengketa tanah juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri 

Pertanian/KBPN No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Konflik 

Tanah.
12

 

Berdasarkan pengertian di atas, sengketa tanah adalah sengketa antara beberapa 

pihak yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu bidang tertentu dan 

dapat menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan tersebut. 

 

 

                                                      
11

 Boedí Harsono, Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya , Jakarta: Djambatan, 

2005, hal:18 
12

 Natalía Runtuwene,”Pemberían Gantí Rugí terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak”, Jurnal 

Lex Prívantum, 2014, Volume 2, Nomor 3 
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2. Jenis-jenis Sengketa Tanah 

Tipologi perkara pertanahan adalah jenis sengketa, sengketa, dan/atau perkara 

pertanahan yang diajukan atau dilaporkan dan ditangani oleh Badan Pertanahan 

Nasional dan secara garis besar dikategorikan sebagai berikut:
13

 

a. Non-hak kepemilikan tanah, yaitu keadaan penguasaan atas tanah 

tertentu yang tidak diberikan atau diberikan hak tertentu, yaitu 

perselisihan, perselisihan, rasa nilai atau perselisihan. berpesta.  

b. Konflik Batas, suatu ketidaksesuaian yang berkaitan dengan letak, 

batas,  dan luas  tanah yang  ditetapkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia dan masih dalam proses penetapan, nilai 

kepentingan pembuatan batas..  

c. Sengketa waris, yaitu manfaat persepsi, nilai, perbedaan pendapat, dan 

status penguasaan atas tanah tertentu yang diperoleh melalui jual beli 

kepada banyak orang.  

d. Perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai status 

pengelolaan suatu aset tertentu yang diperoleh melalui beberapa 

penjualan, yaitu pembelian dan penjualan kepada banyak orang.  

e. Persepsi, nilai, ketidaksepakatan, kepentingan yang terkait dengan 

properti tertentu yang memiliki banyak sertifikat, yaitu beberapa 

sertifikat hak atas tanah.  

f. Perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, atau kepentingan yang terkait 

dengan aset tertentu yang diterbitkan sertifikat tukar, yaitu  sertifikat 

hak atas tanah tukar.  

g. Kepemilikan dan perbuatan palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai, 

pendapat, dan kepentingan tentang suatu aset tertentu dengan 

kepemilikan dan perbuatan palsu.  

h. Kesalahan dalam penetapan batas, yaitu ketidaksesuaian, nilai 

kepentingan mengenai letak tanah, batas, dan luas  tanah yang diakui 

oleh para pihak dan ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia berdasarkan penetapan batas yang tidak benar.  

i. Tumpang tindih, yaitu inkonsistensi, nilai kepentingan mengenai 

lokasi tanah, batas, dan luas  yang diakui oleh pihak tertentu sebagai 

akibat dari tumpang tindih batas kepemilikan tanah.  

j. Tata cara pemberian putusan pengadilan, yaitu kepentingan dalam 

perbedaan pendapat, nilai atau pendapat,  putusan pengadilan tentang 

pokok atau masalah suatu hak atas tanah, atau suatu hak atas tanah 

tertentu. 

 

 

 
                                                      
13

 Tanpa nama, Jenís-jenís Sengketa Pertanah, díambíl darí http://kantorpengacara-ram.com/jenís-

jenís-sengketa-pertanahan/, díakses pada tanggal 4 November 2021, pukul 17:00 Wíta 

http://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/
http://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/
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C. Tinjauan Umum Jenis Penyelesaian Sengketa Tanah  

1. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi (Pengadilan) 

Penyelesaian sengketa tanah melalui proses pengadilan atau  pengadilan dapat 

dilakukan dengan dua cara:  

a. Melalui Pengadilan Negeri ( Perdata )  

Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah, mereka 

dapat menyelesaikan sengketa melalui peradilan yang diajukan di pengadilan 

sipil. Proses perdata dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah atau 

kepemilikan hak atas tanah oleh orang lain.  

b. Melalui Pengadilan Tata Usaha 

Rekonsiliasi tata usaha negara yang berkaitan dengan keputusan penyelenggara 

negara yang menimbulkan sengketa tata usaha negara adalah ketentuan tertulis 

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat penyelenggara negara, dengan tindakan 

hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:  

1) Konkrit, Artinya, pokok bahasan yang ditentukan oleh keputusan  itu tidak  

abstrak, melainkan konkrit, pasti, atau dapat diputuskan.  

2) Individual, Ini berarti bahwa cabang eksekutif negara belum diumumkan 

kepada publik, tetapi konkret. Jika ada beberapa target, setiap individu harus 

dinominasikan pada saat pengambilan keputusan.  

3) Final, artinya membawa akibat hukum kepada orang perseorangan atau badan 

hukum menurut hukum perdata. 

Sengketa tata usaha negara diselesaikan dengan dua cara: 
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1) Melalui Upaya Administrasi  

Ini adalah prosedur yang dapat dimulai oleh individu atau badan hukum di bawah 

KUH Perdata jika mereka tidak puas dengan keputusan pemerintah negara bagian. 

2) Melalui Gugatan  

Dua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum di pengadilan tata usaha negara: 
14

 

a) Penggugat, yaitu orang perseorangan atau badan hukum perdata yang 

dirugikan oleh dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat 

negara atau pusat atau pejabat  daerah.  

b) Tergugat, yaitu suatu instansi atau pejabat pemerintah yang mengambil 

keputusan berdasarkan wewenang yang diberikan atau  dilimpahkan 

kepadanya. 

Penyelesaian sengketa yudisial memiliki banyak kelemahan, beberapa di 

antaranya sangat birokratis, memakan waktu  dan biaya. Prinsip-prinsip 

penyelesaian sengketa  pengadilan diselesaikan dengan  cepat dan murah, tetapi 

dalam praktiknya sulit untuk diterapkan.
 15

  Penyelesaian konflik yang lambat dan 

rumit  merugikan mereka yang mencari keadilan dalam segala hal. Jika ini 

berdampak pada dunia bisnis, itu dapat menyebabkan penghematan biaya yang 

signifikan, membuang-buang potensi dan sumber daya perusahaan.
 16

 Hal ini 

mempengaruhi hubungan yang tidak harmonis dengan rekan kerja. Saat ini, dunia 

                                                      
14

 Supratman, analísís Yurídís Putusan Mahkamah agung, Jurnal Ílmu Hukum acara Perdata, 

2015, Volume 1, Nomor 6.  
15

Sunarno, Praktek aDR (Penyelesaían Sengketa dí Luar Pengadílan) dalam Menyelesaíkan 

Sengketa Tanah, Yogyakarta: FH UMY, Jurnal Medía Hukum, 2006, Volume 13, Nomor 1 
16

 M. Faíz Mufísí, alternatíf Penyelesaían Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 Tentang arbítrase dan alternatíf Penyelesaían Sengketa, Jurnal Ílmu Hukum Syíar Hukum, 

2005, Volume 8, Nomor 3 
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bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat, biaya rendah, dan 

prosedur informal.
17

 

2. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi  

Rachmadi Usman menyatakan bahwa selain melalui jalur pengadilan 

(pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan secara nonlitigasi (di 

luar pengadilan). Hal ini biasa disebut sebagai Alternative Dispute Resolution 

(ADR) di Amerika Serikat dan Alternative Dispute Resolution (ADR) di 

Indonesia. Alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut APS).
18

 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah sarana untuk menyelesaikan 

perselisihan atau perselisihan melalui prosedur yang disepakati antara para pihak: 

konsultasi, negosiasi, mediasi, mediasi, atau penyelesaian di luar pengadilan atas 

kebijaksanaan ahli (hukum). Paragraf 10) (Mengenai Arbitrase 1999) dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa). Definisi lain dari  penyelesaian sengketa 

alternatif adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, umumnya 

dirundingkan atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. 

Alternatif penyelesaian sengketa  di luar pengadilan dan pelaksanaannya 

diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, dan para pihak  memilih untuk 

menyelesaikan sengketa  melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, mediasi, 

arbitrase, atau permintaan pendapat ahli. Hal ini sepenuhnya menjadi 

pertimbangan pihak-pihak terkait. Para pihak bebas memilih bentuk penyelesaian 

                                                      
17

Ellydar Chaídír, Desentralísasí Pengelolaan Sumber Daya alam dalam Perpektíf Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999, Jurnal Hukum Íus Quía Íustum, Yogyakarta: Uníversítas Íslam 

Índonesía, 2000, Volume 7, Nomor 14 
18

 Rachmadí Usmaní, Medíasí dí Pengadílan : Dalam Teorí dan Praktík, Jakarta. Penerbít : Sínar 

Grafíka, 2012, hal: 8 
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sengketa. Di sinilah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbeda dengan 

penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.
19

 

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah fasilitas untuk menyelesaikan 

perselisihan atau perselisihan melalui prosedur yang disepakati antara para pihak: 

konsultasi, negosiasi, mediasi, mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan atas 

kebijaksanaan ahli (UU No. 30 Pasal 1, Ayat 10 taun 1999). APS memiliki 

potensi untuk menyelesaikan perselisihan yang sangat kompleks yang disebabkan 

oleh substansi insiden serius dan masalah ilmiah. APS sangat menarik di 

Indonesia karena kerahasiaannya dengan sistem sosial budaya yang berbasis 

musyawarah dan mufakat. Melalui musyawarah dan mufakat  untuk 

menyelesaikan perselisihan, Anda dapat memperoleh berbagai manfaat, antara 

lain: B. Manfaat dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu sengketa. 

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah bahasa asing yang setara dengan 

Alternative Dispute Resolution (ADR). Penggunaan penyelesaian sengketa 

alternatif saat ini lebih diutamakan daripada penyelesaian melalui pengadilan, 

karena penyelesaian sengketa alternatif masih dianggap relatif murah dan cepat. 

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, terdapat lima jenis penyelesaian sengketa  di 

luar pengadilan.  

a. Konsultasi 

Sarannya adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan 

bantuan pihak ketiga yang dikenal sebagai arbiter. 

                                                      
19

http://arsyadshawír.blogspot.com/2013/03/pengantar-alternatíf-penyelesaían.html, díakses 

tanggal 1 November 2021, pukul 12:35 Wíta. 

http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/03/pengantar-alternatif-penyelesaian.html
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b. Mediasi  

Mediasi adalah salah satu cara yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan 

suatu sengketa, memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang 

memuaskan dan memberikan lebih banyak akses untuk memuaskan rasa keadilan 

mereka. 

c. Arbitrase  

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana salah satu pihak yang 

bersengketa mengajukan sengketa kepada pihak  netral lainnya untuk 

mendapatkan keputusan penyelesaian sengketa tersebut.
20

 

d. Negosiasi adalah konsultasi langsung antara para pihak dengan tujuan  

mencari solusi melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.
21

 

e. Pendapat ahli tentang masalah yang bersifat teknis dan, tergantung 

pada bidangnya, memiliki wewenang untuk membuat rekomendasi 

untuk menyelesaikan perselisihan yang bersangkutan.
22

 

3. Keliebihan dian Keku irangan Mekianisme AiDR dailam Peniyelesaian 

Seingketa 

a. Keleibihan AiDR aidalah:
23

 

1) Penyelesaian bersifat informal  

Rekonsiliasi tidak didasarkan pada hukum, tetapi pada pendekatan yang tulus. 

Kedua belah pihak keluar dari kekakuan  hukum atau legal menuju pendekatan 

                                                      
20

 agnes Wynona, Penyelesaían Sengketa Língkungan Hídup, Jurnal Beraja Nítí, 2013, Volume 2 

Nomor8. 
21

 Huala adolf, Hukum Penyelesaían Sengketa Ínternasíonal, Jakarta, Sínar Grafíka, 2004, hal: 26. 

 
22

 Takdír Rahmadí, Hukum Língkungan Índonesía, Jakarta, Raja Grafíndo Persada, 2011, hal: 287. 
23

 Masdarí Tasmín, Bahan Perkulíahan arbítrase dan alternaríf Penyelesaían Sengketa, 

Uníversítas Lambung Mangkurat, 2008, hal:28. 



19  

 

 

yang tulus dan moral. Terlepas dari pendekatan doktrinal dan landasan bukti, 

menuju kesetaraan persepsi yang saling menguntungkan. 

2) Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri 

  Rekonsiliasi tidak diserahkan kepada kehendak dan kehendak hakim dan 

arbiter, tetapi karena para pihak sendiri mengetahui kebenaran dan kebenaran 

sengketa yang bersangkutan, maka mereka menyelesaikan menurut kehendaknya. 

3) Jangka waktu penyelesaian pendek 

Umumnya, jangka waktu penyelesaian adalah seminggu, dua minggu, atau paling 

lama satu bulan, jika kedua belah pihak memiliki integritas dan kerendahan hati. 

Itu sebabnya disebut cepat atau cepat dalam 5-6 minggu.  

4) Biaya ringan Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya.  

Biayanya sangat murah atau zero cost. Ini adalah kebalikan dari proses dan 

arbitrase dan bisa sangat mahal. 

5) Aturan pembuktian tidak perlu. Melalui sistem pembuktian dan 

prinsip-prinsip yang sangat panjang, formal dan teknis seperti 

arbitrase dan pengadilan, tidak  ada perjuangan sengit antara pihak-

pihak untuk berdebat satu sama lain dan mengalahkan yang lain. 

6) Proses penyelesaian bersifat konfidensial 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa perjanjian melalui perdamaian 

sepenuhnya bersifat rahasia atau rahasia. Penyelesaian tidak terbuka untuk umum 

dan hanya mediator, arbiter, penasehat atau ahli yang tahu siapa yang mendukung 

penyelesaian. Dengan cara ini, reputasi pemangku kepentingan dalam masyarakat 
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dapat dipertahankan. Persidangan bersifat terbuka, bukan penyelesaian melalui 

pengadilan, dan dapat mempengaruhi harkat dan martabat seseorang. 

7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif 

Dalam suatu hubungan, para pihak bersifat kooperatif, dan dalam kesepakatan 

yang berbicara dengan hati nurani, ada kesepakatan kerjasama. Mereka 

mengalahkan genderang perang dengan persaudaraan dan kerjasama, bukan 

permusuhan atau permusuhan. Masing-masing dari mereka menjaga jarak dari 

permusuhan. 

8) Komunikasi dan fokus penyelesaian  

Dalam perjanjian damai, terjadi komunikasi yang hidup antara para pihak. 

Komunikasi yang terpancar adalah keinginan untuk memperbaiki pertengkaran 

dan kesalahan masa lalu guna membangun hubungan yang lebih baik untuk masa 

depan. Oleh karena itu, apa yang mereka capai melalui komunikasi ini bukanlah 

masa lalu, bukan masa lalu, tetapi masa depan, masa depan. 

9) Hasil yang dituju sama sama diuntungkan  

Hasil yang dicari dan dimaksudkan oleh para pihak dalam perjanjian damai adalah 

ingin menang sendiri, jauh dari keegoisan dan keserakahan, dan sangat mulia 

untuk menang bersama, yang disebut dengan konsep win-win solution. Oleh 

karena itu, tidak ada yang kalah, tidak ada pemenang, tidak ada pemenang, tidak 

ada kerugian. Penyelesaian melalui keputusan pengadilan atau arbitrase.  

10) Bebas emosi dan dendam  

Penyelesaian konflik melalui perdamaian mengurangi sikap emosional yang tinggi 

dan terganggu terhadap suasana tanpa emosi selama atau setelah rekonsiliasi. 
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Balas dendam dan kebencian tidak berlanjut, tetapi rasa kerabat dan persaudaraan 

terus berlanjut. 

b. Kekuirangan AD iR aidalah:
24

 

1) Keengganan berunding 

2) Tidak merasa setara 

3) Pemahaman tentang ADR 

4) Bertahan pada posisi 

5) Tidak rasional 

6) Kecurigaan yangg berlebihan 

7) Kekuatan hukum lemah 

8) Belum tersedianya mediator yang memadai 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa 

1. Pengertian Pemerintah Desa
25

 

Desa  berasal dari kata Sansekerta Desi, yang secara etimologis berarti "tempat 

lahir" atau "tanah daerah". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah 

suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh banyak keluarga dengan sistem 

pemerintahannya sendiri (dipimpin oleh kepala desa), atau desa adalah kumpulan 

rumah pinggiran kota yang membentuk suatu kesatuan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dan desa adat, atau desa yang 

disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah  batas wilayah yang 

mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan 
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kepentingan masyarakat setempat. entitas dengan. Berbasis masyarakat mengatur 

dan mengurus prakarsa, hak asal usul, dan hak  yang diakui dan dihormati oleh 

sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
26

 

Keberadaan desa sudah dikenal  dalam struktur pemerintahan  Indonesia  jauh 

sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat  Indonesia secara tradisional dan turun 

temurun hidup dalam  masyarakat yang disebut desa. Dalam perkembangannya, 

desa masih dikenal  sebagai tingkat pemerintahan terendah dalam pemerintahan 

Indonesia, memimpin pemerintahan dan diatur dengan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 1  (2) Pemerintah Desa berkonsultasi dengan pemerintah desa dan desa 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 

usul dan kebiasaan setempat yang diakui dan dihormati dalam satu sistem 

pemerintahan Negara  Republik Indonesia yang menguasai penyelenggaraan 

pemerintahan oleh lembaga tersebut. Selain itu, menurut Pasal 1 Ayat 3, 

pemerintah desa atau lebih dikenal dengan kepala desa dan perangkat desa 

merupakan perangkat pemerintahan desa. 

Pemerintah desa  dipimpin oleh kepala desa dan didukung oleh sekretaris desa dan 

perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala desa yaitu pengelola 

perkebunan dan kepala desa. Sekretaris Pelaksana akan membantu sekretaris desa 

dalam menyediakan data, informasi dan  pelayanan. Seorang petugas penjara 
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adalah pejabat yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga desa di 

lapangan. Kepala desa adalah wakil walikota di distriknya. Pekerjaan rumah 

tangga desa adalah pekerjaan yang berhak diatur dan dikuasai oleh pemerintah 

desa. Untuk mengatur, mengurus dan mengendalikan kegiatannya, pemerintah 

desa mengeluarkan peraturan desa. Peraturan Desa diterbitkan oleh walikota desa 

dan badan permusyawaratan desa dan selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa 

ditegakkan oleh walikota dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui 

BPD. 

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa 

a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa 

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Walikota desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan 

pemberdayaan masyarakat. Dengan mengacu pada Permendagri Tahun 2015 

Nomor 84 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, 

walikota memiliki fungsi sebagai berikut untuk melaksanakan tugasnya: 

1) Penyelenggaraan pengelolaan desa seperti pengelolaan 

administrasi, penyusunan peraturan desa, pemajuan masalah 

pertanahan, pemajuan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan 

perlindungan masyarakat, pengelolaan kependudukan, penataan 

dan pengelolaan wilayah.  

2) Melaksanakan  pembangunan sebagai berikut Pembangunan 

infrastruktur pedesaan dan pengembangan pendidikan kesehatan  
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3) Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi 

masyarakat, pembangunan masyarakat seperti sosial budaya, 

agama, dan ketenagakerjaan  

4) Pemberdayaan masyarakat seperti mensosialisasikan dan 

memotivasi tugas-tugas di bidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan 

organisasi kepemudaan. Kapan  

5) Menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 

lainnya. 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014  tentang Desa menyatakan bahwa 

walikota bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Walikota desa memiliki kewenangan sebagai 

berikut untuk melaksanakan misi di atas.
27

  

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa  

2) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa  

3) Kemampuan mengelola keuangan dan harta desa  

4) Tetapkan aturan desa  

5) Menentukan anggaran pendapatan dan belanja desa  

6) Mempromosikan perdamaian dan ketertiban di desa  

7) Meningkatkan perekonomian dan keterpaduan desa untuk mewujudkan 

perekonomian yang produktif bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat desa  
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8) Mengembangkan sumber pendapatan desa  

9) Mengusulkan dan menerima delegasi sebagai aset nasional untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal  

10) Perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa  

11) Penggunaan teknologi tepat guna  

12)  Mengkoordinir pembangunan desa  partisipatif  

13) Dapat mewakili desa baik di dalam maupun di luar pengadilan dan  

menunjuk perwakilan yang sah untuk mewakili desa sesuai dengan 

peraturan.  

14) Gunakan wewenang lain sesuai dengan hukum.  

Dalam memenuhi kewajiban dan kewenangan tersebut, walikota memiliki 

kewajiban sebagai berikut:
28

 

1) Mendukung dan mengamalkan Pancasila, menegakkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

menegakkan dan mendukung keutuhan negara kesatuan Republik 

Indonesia.  

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

3) Memelihara ketertiban dan kesusilaan masyarakat  

4) Mematuhi hukum dan peraturan dan menegakkan   

5) Mewujudkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan gender  

6) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan desa yang bersih dan bebas 

dari kolusi, korupsi dan nepotisme  
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7) Menjalin kerjasama dengan seluruh mitra kerja perangkat desa  

8) Tata kelola pemerintahan desa yang tepat  

9) Keuangan desa dan penanganan aset   

10) Melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewenangan desa  

11) Mediasi perselisihan masyarakat di desa  

12) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa  

13) Memajukan, memelihara dan memelihara nilai-nilai sosial budaya dan 

adat istiadat  

14)  Penguatan masyarakat dan kelembagaan  desa  

15)  Mengembangkan potensi sumber daya alam dan menjaga lingkungan 

Selain kewajiban  di atas, kepala desa wajib menyampaikan laporan kepada 

Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, menyampaikan 

laporan  pertanggungjawaban kepada Badan Pembina Desa (BPD) dan 

memberitahukan kepada pemerintah desa. 

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa 

Untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 ayat (2) 

Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, 

Kepaniteraan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:  

1) Pemrosesan barang-barang manajemen seperti manajemen naskah, 

manajemen komunikasi, pengarsipan, dan ekspedisi.  

2) Penataan pengelolaan perangkat desa, penyediaan peralatan desa 

dan prasarana kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset, 
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inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum dan tugas umum 

lainnya.  

3) Pencapaian keuangan seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan 

sumber pendapatan dan pengeluaran, pengelolaan keuangan dan 

tinjauan pengelolaan pendapatan kepala desa, perangkat desa, 

BPD dan instansi pemerintah desa lainnya.   

4) Pelaksanaan item-item perencanaan seperti Perencanaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data untuk kepentingan 

pembangunan,  monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan 

laporan. 

E. Tinjauan Umum Mediator 

1. Pengertian Mediator 

Mediator dikenal dengan proses mediasinya. Hal ini mengacu pada Pasal 1  (2) 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (“Perma 1/2016”) tentang 

proses mediasi di pengadilan, yaitu hakim atau pihak lain dengan mediator. 

Sertifikat sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan  atau 

kompromi. Mediasi adalah  proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau 

lebih melalui perundingan atau  mufakat dengan dukungan pihak netral yang tidak 

memiliki kewenangan pengambilan keputusan.
 29

 Salah satu poin kunci PERMA 

untuk pengembangan mediasi komunitas adalah pengakuan akan keberadaan 

mediator yang tidak bersertifikat. Pasal 36 menyatakan, "Dengan atau tanpa 

                                                      
29

Takdír Rahmadí, Medíasí Penyelesaían Sengketa melaluí Pendekatan Mufakat, Semarang: 
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dukungan mediator  yang terakreditasi, Pihak yang telah berhasil menyelesaikan 

sengketa di luar pengadilan berdasarkan perjanjian damai harus menghubungi 

pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan cara perdamaian dengan  

mengajukan suatu proses. Anda dapat mengajukan perjanjian damai.”
30

 

Pengertian mediasi  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga 

unsur penting: Mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa atau sengketa 

yang timbul antara dua pihak atau lebih. Para pihak yang terlibat dalam 

penyelesaian sengketa adalah pihak selain para pihak yang bersengketa. Para 

pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa  bertindak sebagai penasehat dan 

tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Mediator yang netral berarti 

bahwa mediator itu adil, tidak tertarik pada sengketa yang sedang berlangsung, 

dan tidak akan diuntungkan atau dirugikan jika sengketa  diselesaikan atau jika 

mediator mandek.  

Bantuan hukum mediator mencakup antara lain kewajiban untuk memimpin, 

mengarahkan, mengatur, atau merundingkan suatu sidang, tetapi bantuan penting 

mengusulkan kepada para pihak yang bersengketa untuk penyelesaian suatu 

sengketa besar. Peran mediator bisa aktif atau pasif dalam membantu para pihak. 

Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat berpartisipasi dalam negosiasi yang 

konstruktif, mereka harus memainkan peran aktif. Mediator, di sisi lain, pasif jika 

para pihak sendiri dapat terlibat dalam negosiasi konstruktif dalam arti bahwa 

mereka sendiri dapat mengusulkan solusi yang mungkin untuk masalah dan 
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mendiskusikan solusi yang diusulkan.
 31

 Oleh karena itu, ruang lingkup peran 

mediator dalam membantu menyelesaikan ketidaksepakatan para pihak  sangat 

peka konteks. Artinya, itu tergantung pada daya tawar para pihak.
32

 

Tugas mediator diatur dalam Pasal 14 Perintah Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 dalam menjalankan tugasnya. 

a. Perkenalkan diri dan beri kesempatan kepada para pihak untuk  

memperkenalkan diri.  

b. Menjelaskan kepada para pihak maksud, tujuan dan sifat mediasi.  

c. Jelaskan posisi dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil 

keputusan.  

d. Menetapkan aturan untuk melakukan mediasi dengan para pihak.  

e. Mediator menjelaskan bahwa pertemuan dapat diadakan dengan satu 

pihak tanpa kehadiran salah satu pihak.  

f. Menyetujui para pihak mengenai jadwal mediasi.  

g.  Isi formulir rencana mediasi.  

h.  Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan isu-

isu dan saran-saran perdamaian.  

i.  Tinjau masalah dan rencanakan diskusi berdasarkan prioritas.  

j. Mengizinkan dan mendorong para pihak untuk menyelidiki dan 

menyelidiki kepentingan mereka, mencari berbagai opsi untuk 

penyelesaian  terbaik bagi mereka, dan bekerja sama untuk mencapai 

kesepakatan.  
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k. Membantu para pihak dalam menyimpulkan dan merumuskan 

perjanjian damai.  

l. Menyampaikan laporan arbitrase yang berhasil, tidak berhasil, dan/atau 

tidak berhasil kepada Hakim Peninjau Kasus.  

m.  Menyatakan bahwa salah satu atau  pihak jahat dan menyerahkannya 

kepada hakim yang menyelidiki kasus tersebut.  

n.  Tugas lain dalam pelaksanaan tugasnya. 

Untuk alasan ini, peran mediator cenderung untuk berpartisipasi dalam 

pembentukan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai netral dan tidak 

mengambil keputusan tanpa menggunakan pengambilan keputusan atau sarana 

untuk menegakkan kesepakatan. Setelah perjanjian perdamaian diterbitkan, 

mediator mengusulkan untuk menyajikannya dalam dokumen perdamaian kepada 

hakim yang meninjau kasus tersebut.
33

 

2. Tipe-tipe Mediator 

Peran mediator dalam pelaksanaan proses mediator mengungkapkan berbagai 

sikap yang mencerminkan sifat mediator. Jika mediator hanya mengambil 

tindakan untuk mendukung dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa, sikap 

mediator dapat dianalisis dalam dua cara. Di sisi lain, tindakan mediator dalam  

negosiasi tidak  dapat sepenuhnya memuaskan para pihak yang bersengketa. 

Sikap mediator  dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis mediator, 

seperti:
34
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a. Tipe Otoritatif 

Tipe otoritatif adalah mediator yang memiliki kewenangan besar untuk mengatur 

dan mengarahkan pertemuan antara para pihak dalam proses mediasi. 

Kelangsungan pertemuan para pihak sangat bergantung pada mediator, sehingga 

peran para pihak  dalam mencari dan merumuskan penyelesaian sengketa sangat 

terbatas. Mediator jenis ini juga dapat mengakhiri pertemuan antara para pihak 

jika pihak tersebut merasa tidak efektif tanpa meminta pertimbangan  para pihak.  

Jenis mediator otoritatif begitu aktif terlibat dalam penggalian informasi dari 

pihak yang tampaknya menginterogasi pihak tersebut pada tingkat tertentu, 

sehingga mempercepat penyelesaian sengketa daripada memperpanjangnya. 

Mediator jenis ini secara aktif memberikan solusi kepada para pihak dan memberi 

mereka kebebasan untuk memilih opsi ini. Namun, sangat mungkin bahwa 

tindakan mediator  otoritatif akan gagal untuk menyelesaikan sengketa melalui  

mediasi, karena para pihak tampaknya tidak bebas untuk merumuskan opsi untuk 

menyelesaikan sengketa. 

b. Mediator Social Network 

Mediator  tipe jejaring sosial adalah  mediator yang memiliki jaringan sosial yang 

luas untuk mendukung kegiatan penyelesaian sengketa. Perantara ini berasosiasi 

dengan berbagai kelompok sosial  dalam masyarakat. Kelompok sosial 

bertanggung jawab untuk membantu masyarakat menyelesaikan perselisihan, 

seperti antara dua tetangga, kolega, kolega, dan kerabat. Mediator jejaring sosial 

terlibat dalam perselisihan secara langsung dan diperlakukan sesuai dengan model 

penyelesaian perselisihan yang diperoleh ketika bergabung dengan suatu 
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kelompok sosial. Kehadiran mediator jenis ini sangat penting, apalagi jika proses 

mediasi macet. Jaringan sosial yang dimiliki, akan memudahkannya dalam 

mempertahankan proses mediasi yang sedang berlangsung. 

c. Mediator Independen (Independent Mediator) 

Mediator independen adalah jenis mediator yang tidak terikat pada lembaga atau 

badan sosial mana pun dalam menyelesaikan perselisihan suatu pihak. Mediator 

jenis ini berasal dari komunitas yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa. Mediator jenis ini memang sengaja dicari oleh para pihak karena 

kemampuan dan keterampilannya dalam menyelesaikan sengketa. Pada umumnya 

mediator jenis ini berasal dari seorang tokoh masyarakat, tokoh adat, atau ulama 

yang memiliki pengalaman luas dalam penyelesaian sengketa. Independensi 

mediator tidak hanya terkait dengan kehadirannya di lembaga dan komunitasnya, 

tetapi juga independensinya dalam menjembatani, merundingkan, dan mencari 

solusi atas perselisihan di antara para pihak. Mediator jenis ini sematamata 

memfokuskan diri pada upaya strategis yang dapat diambil untuk mengakhiri 

sengketa para pihak. Mediator independen sangat bebas melakukan kreasi untuk 

menciptakan sejumlah opsi, tanpa tergantung pada pihak mana pun. 

F. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat 

Nomor 9 Tentang Bale Mediasi 

1. Gambaran Umum Bale Mediasi 

BaleMediasi merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mediasi Kerudung dan 

merupakan babak baru untuk mengembalikan nilai kearifan lokal masyarakat 
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NTB khususnya dalam  penyelesaian sengketa yang semakin meningkat. 

PERGUB memiliki beberapa pertimbangan. Pertama, penyelesaian konflik 

berbasis kearifan lokal dalam bentuk musyawarah dan mufakat merupakan bagian 

dari kode etik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat  Nusa Tenggara 

Barat untuk menjamin keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, 

penyelesaian sengketa dengan kearifan lokal berupa mediasi merupakan alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
35

 

Misi dan fungsi panitia arbitrase adalah  menyelesaikan sengketa di tingkat desa. 

Menurut Pasal 9, Pasal 1 (5) Peraturan Daerah Nusa Tungara Barat Tahun 2018 

tentang Mediasi bale, Mediasi bale adalah suatu organisasi yang menjalankan 

fungsi mediasi, pembinaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di 

masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan daerah.
36

 

2. Wewenang Bale Mediasi  

Peraturan Daerah (PERDA)  NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Selubung 

Mediasi  Pasal 12 mengatur bahwa Selubung Mediasi memiliki kewenangan 

sebagai berikut:
37

 

a. Memperkuat kemampuan lembaga untuk melakukan fungsi 

fasilitasi di masyarakat  

b. Meningkatkan kapasitas mediator  

                                                      
35

 Hílman Syahríal Haq, Medíasí Komunítas Sebagaí alternatíf Penyelesaían Sengketa, 2020, 

hal:96-97. 
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 Baíq Laksmí Lestarí, Jurnal Ílmíah Ímplementasí Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat 

Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Medíasí dalam Penyelesaían Sengketa, Mataram: Uníversítas 

Mataram, 2020, hal: 3. 
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 Lalu Maríyun, Jurnal Mewujudkan Restoratíve Justíce Dalam Penyelesaían Sengketa Hukum 

dan Konflík Horísontal dí Masyarakat Melaluí Medíasí Sebagaí alternatíf Díspute Resolutíon, 

2018, hal:4. 
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c. Berkoordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi 

arbitrase  

d. Menyelesaikan konflik melalui mediasi.  

3. Acuan Dasar Hukum Mediasi 

Dasar hukum mediasi  pengadilan dan bahan acuan  mediasi bale adalah sebagai 

berikut:
38

 

a. Pancasila/ UUD 45  

b. Asas Musyawarah Mufakat. 

c. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrage dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (ADS/ADR) 
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 Íbíd, hal:5. 
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d. Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, tentang lembaga perdamaian, 

dimana hakim wajib terlebuh dahulu mendamaikan para pihak 

yang berekara sebelum perkara di periksa 

e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 

tentang pemberdayaan lembaga perdamaian 

f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2003 

tentang prosedur mediasi di pengadilan 

g. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di 

pengadilan 

h. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

pengadilan 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dan  empiris. Jenis penelusuran hukum normatif adalah penelusuran yang 

dilakukan melalui penelusuran data sekunder yang bersifat hukum berdasarkan 

bahan pustaka atau penelusuran kepustakaan. Penulis juga melihat bahan pustaka 

yang merupakan data sekunder untuk mendukung data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Jenis norma hukum normatif ini meliputi peraturan perundang-

undangan, catatan atau protokol resmi legislatif (bahan hukum primer) sebagai 
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bahan  penelitian utama, dan data pendukung untuk buku, laporan, media massa, 

jurnal dan jurnal (bahan hukum sekunder). Di sisi lain, itu adalah jenis penelitian 

empiris, dengan kata lain, semacam penelitian sosiologis, dan  disebut juga 

penelitian lapangan. Ini adalah metode penelitian yang bekerja sehingga anda 

benar-benar dapat melihat dan melihat bagaimana  hukum bekerja di lingkungan 

masyarakat. Menelaah ketentuan hukum dan realitas sosial yang berlaku.
 39

 

Alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah karena judul yang diangkat 

adalah praktek  lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan akurat 

untuk menemukan berbagai fakta dan masalah.
 40 

 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Per-Undang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini ditempuh dengan mengkaji semua undang-undang yang terkait 

dengan masalah hukum yang ditangani sehubungan dengan sengketa tanah. 

Pendekatan hukum adalah pendekatan yang berlangsung melalui kajian penelitian 

yang berkaitan dengan  teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum. Setelah 

meninjau UU Sengketa Tanah. 

2. Pendekatan Sosiologi (Sosiologis Approuch) 
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2021, pukul 13.34 Wíta. 
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Pendekatan sosiologis menitikberatkan pada penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh pengetahuan hukum  empiris dengan cara mengaitkannya secara 

langsung dengan pokok bahasan yang bersangkutan.  

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Desa Tapil Kecamatan Seterk Kabupaten Sumbawa 

Barat.  

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data 

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif. H. Mereka memiliki 

kewenangan untuk menjadi hasil dari tindakan atau kegiatan lembaga berlisensi.  

 Sumber hukum utama termasuk undang-undang dan peraturan yang terkait 

dengan investigasi yang dilakukan. 
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah 

Daerah. 

5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di pengadilan (“Perma 1/2016”). 

6) Peraturan Menteri Negara Agrari/KBPN Nomor 1 Tahun 1999 

Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. 

7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan 

Kasus Pertanahan. 

 
b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan 

hukum primer. Sumber hukum sekunder adalah:  

1) Buku-buku hukum dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

sengketa tanah  

2) Majalah hukum tentang sengketa tanah  

3) Hasil penelitian sebelumnya. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia (KBBI), dan Internet. Data primer untuk penelitian hukum 

adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer  

 Dalam survey ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari survey 

langsung baik dari informan maupun responden sehingga data dan informasi yang 

diperoleh akurat dan dapat diperhitungkan. .. Informan adalah kepala desa dan 

kepala desa. Responden berasal dari masyarakat.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer. 

Menurut Soerjono Soekanto, “data sekunder adalah data yang  meliputi dokumen 

resmi, buku, bahkan hasil penelitian yang berupa laporan”.
41

 

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam survei, 

karena tujuan utama survei adalah untuk menangkap data. Teknik pengumpulan 

data berikut digunakan untuk melakukan survei ini:  

a. Teknik pengumpulan bahan hukum  

 Dalam penyidikan hukum, metode pengumpulan data dilakukan melalui 

pemeriksaan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun  tersier.  

b. Teknologi akuisisi data  
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelítían Hukum, UÍ Press: Jakarta, 2017, hal:12. 



40  

 

 

 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah observasi dan wawancara 

untuk mendapatkan informasi, atau tanya jawab  langsung antara peneliti dengan 

responden atau narasumber.  

 Observasi, yaitu kegiatan suatu proses atau objek yang ditujukan untuk 

merasakan dan  memahami  suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan 

gagasan yang  diketahui  guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

melanjutkan studi. Wawancara adalah salah satu metode penyelidikan hukum 

empiris yang paling umum dan sering digunakan.  

F. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data 

Setelah  aturan dan data  dikumpulkan, peneliti akan menggunakan kasus yang 

diselidiki untuk mengidentifikasi dan menentukan bahan dan data untuk aturan 

yang relevan. Kami kemudian menganalisis aturan dan data  menggunakan  

analisis naratif kualitatif. Ini adalah analisis aturan berdasarkan bahan pustaka dan 

hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian untuk mendapatkan 

data yang sinkron menggunakan data yang diharapkan diterima dan disajikan 

dalam satu set. Istilah atau frase. .. Hasilnya sekarang dapat digunakan sebagai 

panduan untuk menyelesaikan pertempuran yang dipelajari. Setelah  aturan dan 

data dianalisis, deduksi digunakan untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, 

itu adalah kesimpulan yang ditarik dari masalah umum ke masalah khusus. 

G. Jadwal Penelitian 

Tabel di bawah ini menunjukkan rencana penelitian dari tahap persiapan hingga 

penyusunan laporan yang disusun oleh peneliti. 


